
 

 

 

 
 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

PROVINSI LAMPUNG  

 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 

 NOMOR 56 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2020. 

 
Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5579);  
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5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2020; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2010 Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2016 Nomor 15); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 
18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2019 Nomor 05) 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor     
08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2019 Nomor 08). 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:.PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020. 

 

 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah  Bupati Lampung Timur. 

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 
berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) 
bulan pada triuwulan akhir anggaran. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 5 (lima) tahun.  

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun.  

8. Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten Lampung 
Timur yang  selanjutnya  disebut dengan Bappeda adalah unsur 
perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas 
dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan 
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah.  

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 
Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun.  

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
atau disebut dengan rencana pemerintah daerah tahunan.  

11. Rencana  Kerja  Perangkat Daerah yang  selanjutnya  disebut  Renja  
PD  adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun.  
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12. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA 
adalah dokumen yang  memuat  kebijakan  bidang  pendapatan,  
belanja,  dan  pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahun.  

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan   program   prioritas  dan patokan batas   
maksimal anggaran  yang  diberikan  kepada  setiap perangkat daerah 
untuk setiap  program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD 
sebelum dibahas bersama dengan DPRD.  

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

 

Pasal 2 
 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2020 dimaksudkan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah.  

 
(2)  Perubahan RKPD Tahun 2020 bertujuan untuk:  

a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka 
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program 
dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan perkembangan 
kondisi terkini. 

b. Menyesuaikan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk tahun berjalan. 

c. Diperolehnya acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi 
seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lampung Timur. 

d. Memberikan pedoman dalam penyusunan KUPA/PPAS Perubahan 
Tahun Anggaran 2020, untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 
2020. 

e. Memberikan dasar hukum pergeseran pagu kegiatan antar 
perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target 
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok 
sasaran kegiatan. 

f. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif, 
berkeadilan dan bekelanjutan. 

 
Pasal 3 

 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 
a. Pendahuluan 
b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020 
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c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 
d. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah 
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
f. Penutup 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 4 

 
Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 menjadi 
dasar penyusunan KUPA, PPAS, dan Perubahan RAPBD Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2020 
 

Pasal 5 
 
Bappeda melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas 
organisasi perangkat daerah dalam penyusunan program 
pembangunan Tahun 2020. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Timur. 

 
  
 
        Ditetapkan di Sukadana 
        pada tanggal 21 September 2020        
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 
         

Ttd 
 

 
ZAIFUL BOKHARI 

 
 
 
Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 21 September 2020   

 
      SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 
  

                    Ttd 

 
 

       SYAHRUDIN PUTERA 

 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 56         


